
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

  NOMOR: 400.6.2/230 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN STRUKTUR BENTENG CEPURI KERATON KARTASURA 

SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan 

Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, 

dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten 

Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan 

Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati/wali 

kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari 

Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, 

struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang 

didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya; 

c. bahwa Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura telah 

terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional 

Kementerian Kebudayaan dengan Nomor 

CB.6161.2026010500001; 

d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Struktur 

Benteng Cepuri Keraton Kartasura di Kabupaten Sukoharjo 

sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya 

Kabupaten Sukoharjo Nomor St-0034/TACB-

SKH/20/02/2026 yang menyatakan Struktur Benteng 

Cepuri Keraton Kartasura telah memenuhi kriteria sebagai 

Struktur Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan 

layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura 

sebagai Struktur Cagar Budaya; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5168); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register 

Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 

Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 426); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 56); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sebagai Struktur 

Cagar Budaya. 

KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KETIGA : Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU mengacu pada Naskah Kajian Penetapan oleh Tim Ahli 

Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo. 

KEEMPAT : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU, setiap orang dilarang: 

a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin; 

b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi 

kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis, akademis, dan administratif;   

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 

menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya; 

d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun 

seluruh Cagar Budaya;; 

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya   .tanpa 

izin Bupati; 

f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati; 

g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun 

bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa 

seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;. dan/atau 

h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun 

bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali 

dengan izin Bupati. 

KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap 

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya. 

KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 12 Maret 2026 M a r e t  2 0 2 6  

BUPATI SUKOHARJO, 

ttd.  

 

ETIK SURYANI 

 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim 

kepada Yth.: 

1. Kepala Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Jawa Tengah di Semarang; 

2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah X di Yogyakarta; 

3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo 

di Sukoharjo; 

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

5. Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo; 

6. Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sukoharjo di 
Sukoharjo; 

7. Inspektur Daerah Kabupaten 
Sukoharjo di Sukoharjo; 

8. SISKS Paku Buwono XIV Purbaya 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat 

di Surakarta; 

9. SISKS Paku Buwono XIV Hangabehi 
Kasunanan Surakarta Hadiningrat 

di Surakarta; 

10. KGPH Panembahan Agung Keraton 

Surakarta Hadiningrat di Surakarta; 

11. Ketua Lembaga Dewan Adat 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat 
di Surakarta. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
RETNO WIDIYANTI B, SH 

Pembina  

NIP. 19790801 200501 2 010 
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